
 
 

 
WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 

PERATURAN WALIKOTA  PONTIANAK 
NOMOR   36 TAHUN  2017 

 
TENTANG 

 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 

    
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3617);  

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);  

 
 
 

 

SALINAN 



  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  

  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4866);  
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4761);  
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4861); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal; 
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian 
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal 
di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 930); 
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

 
 
 



  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 
  17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2010 Nomor 2); 
  18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peratuan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan  Tertentu (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 14); 

  19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pontianak Nomor 134); 

  20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 
149); 

  21. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008 tentang 
Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 

2008 Nomor 57); 
  22. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, 
Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 
Nomor 62); 

  23. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2017 Nomor 7); 
  24. 

 

 
 

 
 

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak 

(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 14); 

MEMUTUSKAN:  

 
Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM 

PENANAMAN MODAL. 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pontianak. 

 
 
 



 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMTKPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pontianak. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang 

yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.  
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 

penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pontianak yang 

selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan 
penanaman modal di Kota Pontianak yang berlaku sampai dengan 

Tahun 2025. 
  

BAB  II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

 

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman 
rangka penyelenggaraan RUPM. 

 
Pasal 3 

 

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk: 
a. menumbuhkan sinergi dan koordinasi RUPM; 

b. meningkatkan kualitas RUPM; 
c. memberikan kejelasan proses RUPM bagi seluruh pelaku usaha/ 

penanam modal; 

d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; 
e. menciptakan lapangan kerja; 
f. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

g. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan 
nasional; 

h. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; 
i. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
j. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil 

dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam 
negeri maupun luar negeri; dan 

k. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
  

Pasal 4 

 
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. fungsi RUPM; 

b. sistematika; 
c. evaluasi; dan  

d. ketentuan penutup. 
  
 



 
 

BAB III 
FUNGSI RUPM 

Pasal 5 

 
RUPM merupakan dokumen perencanaan sebagai acuan bagi PD 
dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal 

untuk mensinergikan operasional seluruh kepentingan sektoral agar 
tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.  

 

Pasal 6 
 
(1) RUPM Tahun 2017-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

(2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
a. pendahuluan; 

b. asas dan tujuan; 
c. visi dan misi; 
d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari: 

1. peningkatan iklim penanaman modal; 
2. persebaran penanaman modal; 

3. fokus pada perdagangan dan jasa; 
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green 

investment); 
5. pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi 

(UMKMK); 

6. pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman 
modal; dan 

7. promosi penanaman modal. 

e. peta panduan (roadmap) implementasi RUPM, terdiri dari: 
1. fase I (periode 2017-2019); 

2. fase II (periode 2019-2022); 
3. fase III (periode 2022-2025); dan 
4. fase IV (pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan/ 

knowledge-based economy). 
f. pelaksanaan. 

 
BAB IV 

EVALUASI  

Pasal 7 
 

(1) Pelaksanaan RUPM dievaluasi secara berkala oleh Kepala 
DPMTKPTSP dengan melibatkan PD terkait. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun. 
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada Walikota. 
  

 

 
 
 

 
 



 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  8 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Pontianak. 

 
 

  
Ditetapkan di  Pontianak 

 pada tanggal  7 Juli 2017      

 
 
 

 
 

 
WALIKOTA  PONTIANAK, 

 

ttd 
 

         SUTARMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal      7 Juli 2017 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 
                           ttd 

 

                       ZUMYATI 
 
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN  2017 NOMOR  36 

 

 

 
Salinan  sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ZETMAWATI, SH., MH. 
        Pembina Tk.I 

NIP. 19620811 198607 2 002 
 


